BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Desa
Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trengggalek tidak pernah
dapat dipisahkan dari masyarakat.Bentuk money politic yang dilakukan
meliputi pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan pada
pembangunan fasilitas umum. Praktik ini melibatkan sebagian segmen
masyarakat, namun masyarakat kelas bawah menjadi sasaran utamanya
karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk
terpengaruh. Berbagai  keterbatasan yang dimiliki menjadi dasar
pandangan mereka dalam membangun pemaknaan dan anggapan politik
yang di dorong oleh motivasi dari dalam diri. Sebenarnya masyarakat
sadar jika perbuatan mereka melanggar hukum, tetapi karena manfaat dan
keuntungan sesaat membuat praktik itu masih dilestarikan ditengah
masyarakat.Dalam hal ini dalam undang-undang memandang money
politic dalam Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) itu dilarang.

2. Di dalam hukum positif terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun Tentang Desa sedangkan praktek money
politic diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-
Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dalam KUHP diatur dalam pasal 149 ayat (1) dan (2), UU No. 8
Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (mengenai
politik uang diatur dalam Pasal 84, 86, 89), UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, mengenai politik uang diatur dalam Pasal
82 ayat (1) dan (2) serta Pasal 117 ayat (2) dan juga UU No. 42 Tahun
2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.Money Politic
dipandang sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang
mengatur tentang Pilkades. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada

hukumya berupa hukuman penjara dan denda.Hukum Islam memandang



money politic dalam Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) itu haram atau
dilarang.

3. Di dalam hukum Islam money politic juga disebut Risywah yang artinya
suap-menyuap yang tindakanya dilarang oleh syari’at. Dari segi sanksi
hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman
yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhir nantinya, juga sanksi
moral yaitu perbuatanya karna malu atas perbuatannya tersebut.

B. Saran
1. Pemerintah Desa

Saya berharap pemerintah desa tasikmadu sebagai pembuat kebijakan dalam

pemilihan umum, disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan

mengenai Pilkades, mengingat undang-undang yang digunakan sebagai acuan

Pilkades mendefinisikan politik uang masih bersifat umum, maka pihak

pemerintah dalam pembuatan undang-undang dalam pemilihan umum

khususnya dalam praktek money politic perlu ketegasan yang lebih mendetail,
sehingga dapat menjerat pelakunya kepengadilan dan dihukum dengan
seberat-beratnya.

2. Masyarakat

Saya berharap masyarakat desa tasikmadu ikut partisipasi dalam mengurangi

perilaku money politic yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa. Cara yang

dapat dilakukan oleh masyarakat yang tidak menerima pemberian barang atau
uang saat ada Pilkades dan masyarakat untuk berani melaporkan adanya
praktik money politic kepada pihak yang berwenang. Bagi Calon Kepala Desa
juga disarankan untuk memahami tidak hanya mengandalkan keuntungan
yang dapat menimbulkan perilaku money politic. Calon Kepala Desa perlu
menyadari bahwa money politic merupakan tanggungjawab moral kepada
masyarakat dan kepada tuhan.

3. Untuk Peneliti

Semoga dalam melakukan penelitian ini menjadi lebih banyak belajar tidak

cepat puas diri terhadap hasil yang diperoleh. Karena isi dari penelitian ini



masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki namun setidaknya

saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya.



